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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG

POS UPAYA KESEHATAN KERJA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa  dalam  rangka  mendukung  tercapainya
masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri perlu
dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat
khususnya pekerja melalui penyelenggaraan pos upaya
kesehatan kerja;

bahwa penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja
dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan
lainnya sehingga pekerja akan mendapatkan pelayanan
kesehatan yang komprehensif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pos

Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1405/Menkes/SK/XI1/2002 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1075/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Sistem
Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1758 /Menkes/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan
Kesehatan Kerja Dasar;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
038/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelayanan
Kesehatan Kerja pada Puskesmas Kawasan Sentra
Industri;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269 /Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013
tentang Pedoman  Pelaksanaan dan  Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
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Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POS UPAYA
KESEHATAN KERJA TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos
UKK adalah wadah untuk upaya kesehatan berbasis
masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola
dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan
kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan
preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif
sederhana/terbatas.

Pos UKK Terintegrasi adalah Pos UKK yang dalam
pelaksanaan kegiatan dan substansinya dipadukan
dengan program atau kegiatan kesehatan lainnya yang
terdapat pada kelompok pekerja dan bentuk peran serta
masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini,
pemantauan faktor risiko pada penyakit akibat kerja dan
kecelakaan kerja, pengendalian penyakit menular dan
tidak menular, pengendalian penyakit bersumber
binatang, serta program gizi, kesehatan reproduksi,
kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan
lingkungan, dan PHBS yang dilaksanakan secara
terpadu, rutin, dan periodik.

Kader Pos UKK adalah kader yang berasal dari pekerja
atau kader dari Posyandu, Posbindu dan pos kesehatan
lainnya yang sudah terlatih dan/atau bersertifikat telah

mengikuti pelatihan kader kesehatan kerja serta
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mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja secara
sukarela untuk meningkatkan dan memelihara
kesehatan diri sendiri dan kelompoknya agar dapat
bekerja dengan aman, sehat dan produktif dalam bekerja.
Kesehatan kerja adalah suatu layanan wuntuk
peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan,
pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan
oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko
akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan
dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja
yang adaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan
manusia dengan jabatannya.

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang mempunyai
penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan,
pada umumnya terdiri atas satu agen penyebab, harus
ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan
bahaya potensial di tempat kerja.

Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa
dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki,
tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja,
menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan dan
kematian serta dapat menimbulkan kerugian dan/atau
kerusakan properti.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

memudahkan akses pelayanan kesehatan pada pekerja
dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif dan
preventif, serta kuratif dan rehabilitatif
sederhana/terbatas;

meningkatnya jumlah dan kualitas Pos UKK dengan
pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi pada

pekerja; dan
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c. meningkatkan peran dan kerja sama lintas sektor dan
lintas program dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan terintegrasi di Pos UKK.

Pasal 3
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini
mencakup tugas dan tanggung jawab, penyelenggaraan
kegiatan Pos UKK Terintegrasi, peran serta pemangku
kepentingan, pembiayaan, pencatatan dan pelaporan, dan

pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
(1) Dalam  penyelenggaraan Pos  UKK  Terintegrasi,

Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat dan mengembangkan peraturan
perundang-undangan terkait Pos UKK Terintegrasi;

b. mengembangkan kebijakan dan strategi nasional
dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;

c. memfasilitasi dalam  pelaksanaan Pos UKK
Terintegrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis
program baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

e. menggalang kemitraan dan forum komunikasi
dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk
mendukung program Pos UKK Terintegrasi;

f.  melakukan pengaturan dan fasilitasi penanganan
kasus rujukan nasional;

g. melakukan kajian untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;

h. menyelenggarakan pelatthan dan mengupayakan
pendidikan  bagi  petugas kesehatan guna
meningkatkan wawasan, kemampuan analisa dan
pengembangan penyelenggaraan Pos UKK

Terintegrasi;



